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PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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.

KABUPATEN GARUT
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat {2},
Pasal 156 ayat {2}, Pasal 163 ayat {3}, Pasal 165 avat (6},
Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan
Pasal 200 ayat (5} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagzimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kodua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta ketentuan Pasai 50 ayat (2}, Pasal 114 ayat (3},
dan Pasal 125 ayat {2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Pemnyusunan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan
Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tehun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daecrah  Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Parwakarta dan Kabunaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tabun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkunganr Proviasi Jewa Rorat (Berita Negara
Republik indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28351};



Menetapkan

Undang-Undang Nomor %3 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penvusunan Tata Tertin Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunt 2018
Nomor 59, Tambahan Lembarsn Negara Republik
Indonesia Nomor 6197); .

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB.

BAB1
KETENTUAN GMU M
Pasal l

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini
yang dimmaksud dengan!

1.

2.
3.
4

Daerah Kabupaten adalah Daeral- Kabupaten Garut.
Gubernur adalah Gubemur Jawa Barat.

Bupati adalah Bupati Garut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembage perwakilan rakyat
daerah  yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintaht Daesrah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1943.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintihan Daerahh yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

o



10.

11,

12.

13.

14.

15.

i6.

17.

19.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daeral.

Sekretariat DPRD adalah Perarnigkat Daeral: yvang
bertugas menyelenggarakan pekwyanan administrasi
kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian
dukungan terhadap tugase darn fur.gst DPRD.

Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah
yang bertugas menyelenggarakan  administrasi
kesekretariatan dan  keunangan, mendukung
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahl
yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan
fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib
adalah peraturan yvang ditetapkan oleh DPRI) yang
beriaku di ingkungan internal DFRD.

Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota
DPRD selama menjalankan tugaunya untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
Pimpinan DPRD adalah Ketua DFRD dan Waki! Ketua
DPRD.

Anggota DPRD adalah Pimpinan DPRD, pimpinan alat
kelengkapan, dan anggota DPRD.

Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan
konfigurasi partai politik hasil perilihan umum.
Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bhersifat
tetap yang khusus menangani bdang pemerintahan,
bidang pembangunan, agrikultui, dan sumber daya
alam, bidang ekonomi, keuangar:, dan industri, dan
bidang kesejahteraan rakyat.

Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD
vang bersifat tetap vang khusus menangani agenda
DPRD, jadwal rapat DPRD, garis kebijakan tugas dan
wewenang DPRD, dan tugas lain yang ditetapkan
dalam rapat paripurna.

Badan Pemberntukan Peraturan Daerah vyang
selanjutnya disebut Bapempeoerda  adalah  alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus
menangani bidang Peraturan Daerah.

Badan Anggaran adalah alat keleigkapan DPRJ vang
bersiiat tetap yang khusus menangani pokok aikiran
kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja
daerah dan priorotas dan plafon anggaran sementara.
Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD
vang bersifat tetap yang khusus menangani disiplin
Anggota DPRD terhadap pelaksaraan Tata Tertib dan
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20.

22,

23.

25.

Kode Etik dalam bentuk pengawasan guna menjaga
moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas
DPRD,

Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan
persidangan DPRD yang dilaksanakan terutama di
gedung DPRD.

Reges adalabh pelaksanaan kegiatan DPRD dalam
masa  persidangan  guna  raenjaring  aspirasi
masyarakat yang dilaksanakan terutama <i luar
gedung DPRD dalam rangka penjaringan sspirasi
masyarakat.

Peraturan Daerah yang selanjutnva disebut Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
Program Pembentukan Perda vang selanjutnya disebut
Propemperda adalah instrumern perencanaan program
pembentukan Perda vang disusun secara terencana,
terpadu, dan sistematis.

Anggaran Pendapatan dan Be'anja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan Jdengan Perda.

Hari adalah hari kerja.

BARB 11
FUNGSI, TUGAS, DAN WE'WENANG
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi;

a.
b.
C.

{1}

{2)

pembentukan Perda;
anggaran; dan
pengawasan.

Paragraf 2
Pembentukan Perda
Pagal 3
Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat {1} huruf a dilakssrnakean dengan
cara:
a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau
tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
c. mengajukan usul Rancangan Perda.
Propemperda sebagaimana dimaiksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan untuk jangka svaktu 1 (satu} tahun



{3

{1)

{2}

(3}

3)

{4)

(5)

(6)

berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan
Perda.

Propemperda sebagaimana dimaksud pada avat {(2)
ditetapkan berdasarkan kesepalatan antara DPRD
dan Bupati.

Paszal 4
Rancangan Perda dapat beras:l deri DPRD atau
Bupati.
Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} disertai penjelasan atau keterangan dan/atau
naskah akademik.
Rancangan Perda sebagaimana cimaksud pada ayat
{2} digjukan berdasarkan Propemrperda atau di luar
Propemperda sesuai dengan kstentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasai 5
Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat
diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan
Komisi, atau Bapemperda yvang dikoordinasiken oleh
Bapemperda.
Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD,
Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada Pimpinran DPRD disertai
dengan:
a. penjelasan atau keterangar dan/atau naskah
akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangas pengusul.
Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat ({(2) kepada
Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam
rangka  pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda
yang telah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda
sebagaimana dimaksud pada ayst {3) kepada semua
Anggota DPRD paling lambat 7 {-ujuh} Hari sebelum
rapat paripurna. _
Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian
Bapemperda sebagaimana dimal:sud pada ayvat (3}
dalam rapat paripurna.
Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada
ayat {3):
a. pengusul memberikan penjelasan;
b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan
pandangan; dan
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(7)

{8)

{9)

{1)

{2)

c. pengusul memberikan jawalan atas pandangan
Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan

Perda sebagaimana dimaksud pada ayat {6) berupa:

a. persetujuan;

b. persetujuan dengan pengubaiian; atau

¢. penclakan.

Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan

dengan pengubahan sebagaimaiia dimaksud pada

ayat (7} huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan Komisi,

gabungan  Komisi, atau Bapemperda untuk

menyempurnakan Rancangan Perda.

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD

disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada

Bupati.

Pasal 6
Rancangan Perda vyang |berasal dari DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
merupakan Rancangan Perda hasil
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan
konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
Rancangan Perda vyang |berasal dari Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
merupakan Rancangan Perda hasil
pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan
konsepsi yang dikoordinasikan ole h Perangkat Daerah
vang membidangi hukum.
Pengharmonisasias, pembulatan dan pemantapan
konsepsi Rancangan Perda seb:gaimana dimaksud
pada ayat {1} dan ayat (2) dapat melibatkan instansi
vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 7

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Bupati
menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi vang
sama, yang dibahas merupakan Rancangan Perda yang
disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda vang
disampaikan oleh Bupati digunakan szbagai bahan untuk
dipersandingkan.

{1)

(2}

Pasal 8
Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati
dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui
pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat Il



Pembicaraarn tingkat I sebagaim:ana dimaksud pada
ayat {2) meliputi kegiatan:

a.

dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna
mengenat Rancangan Perda;

2. pandangan umum Fraksi terhadap
Rarncangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati
terhadap pemandangan “mmum Fraksi.

dalam hal Rancangan Perda lerasal dari DPRD:

1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan
gabungan Komisi, pimjinan Bapemperda,
atau pumpinan panitia ikhusus dalam rapat
paripurna mengenai Rancangan Perda:

2. pendapat Bupati terhads p Rancangan Perda;

dan
3. tanggapan dan/atau jawaban  Fraksi
terhadap pendapat Bupati.

pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan
Komisi, atau panitia khusis yang dilakukan
bersama dengan Bupati atau pejabat yang
ditunjuk untuk mewakilinya; dan

penyampaian pendapat axhir Fraksi yvang
dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD
dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk
mewaiili, '

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi kegiatan:

&,

pengarnbitan keputusan dalam rapat paripurna

yvang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan Komisi,
pimpinan gabungan Kornisi, atau pimpinan
panitia khusus yang memuat proses
pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil
pembicaraan tingkat I; _

2. perminfaan persetujuan dari Anggota DPRD
secara lisan oleh pimpiran rapat paripurna;
dan

3. pendapat akhir Bupati.

dalam hal persetujuan sebagsimana dimaksud

pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara

musyawarah untuk mufakat. keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak; dan

dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat

persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati,

Rancangan Perda tersebut tidak dapat dinjukan

lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.



Pasal 9

(1} Rancangan Perda dapat ditarilc kembali sebelum
dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

{2} Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD
sebagaimana dimeksud pada ayat {1} dilideukan
dengan Keputusan Pimpinan DFRD dengan disertai
alasan penarikan.

(3} Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dengan surat Bupati disertai alasen penarikan.

{4 Rancangan Perda yang sedang cibahas hanya dapat
ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama
DPRD dan Bupati.

{3} Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana
dimaksud pada ayat {4} hanya danat dilakukan dalam
rapat paripurna yang dihadiri ole’ Bupati.

(6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat
diajukan lagi pada masa sidang veng sama.

_ Pasal 10
{1} Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda
yang telah disetujui bersama oleir DPRD dan Bupati
kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
{2} Penyampaian Rancangan  Perda  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dilaku<an paling lama 7
{tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan

Pasal 11
Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunen jangka menengah
daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan
tata ruang daerah vang telah disetujui bersama oleh DPRD
dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundengkan
setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(11 Dalam hal hasil evaluasi terhadsp Rancangan Perda
tentang APBD, perubahar -APBD, dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 mernerintahkan untuk
dilakukan  penyempurnaan, Rancangan  Perda
disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD
melalui Badan Anggaran.



{2)

Ketentuan mengenai hasil penyenr purmaan Rancangan
Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Keputusan Pimpinan DPRD sebagaim:na dimaksud dalam
Pasal 12 ayat {2) menjadi dasar peneapan Perda tentang
APBD, Perda tentang Perubahan APBL:, dan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

{1}

(2)

(1

{2)

(1}

(2}

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan DPRD melibatkan perancang
peraturan perundang-undangan dalam pembentukan
Perda.

Selain perancang peraturan perundang-undangan,
pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-uadangan.

Paragraf 3
Anggaran
Pasal 15

Fungsi anggaran sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

2 ayat (1} huruf b diwyjudian dalam bentuk

pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap

Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh

Bupati.

Fungsi anggaran sebagaimana dinwaksud pada ayvat {1}

dilakisanakan dengan cara:

a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas
dan plafon anggaran semer.tara yvang disusun
oleh Bupati berdasarkar: rencana kerja
Pemerintah Daerah;

b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;

¢. membahas Rancangan Perda tentang perubahan
APBD; dan

d. membahas Rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

DPRD dan Bupati melaksanakan pembzhasan
kebijakan umum APBD dan ptioritas dan plafon
anggaran sementara setelah Buwnati menyampaikan
kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara disertai dengan dokumen
pendukung kepada DPRD.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan paling lambat 2 {dua) Hari
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(3)

4)

{5)

{6}

{7)

{3)

sebelum pembahasan rancangan kebijakan umum
APBD.

Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Badan Anggaran dan tim aiggaran Pemerintah
Daerah untuk disepakati menjadi kebijjakan umum
APBD.

Kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat {3} menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama
tim anggaran Pemerintah Daerali untuk membahas
rancangan prioritas dan plafon an:zgaran sementara.
Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan
Komisi wuntuk mempercleh rasukan terhadap
program dan kegiatan yang ade: dalam rancangan
prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD,
rancangan prioritas dan plafon snggaran sementara,
dan konsultasi dengan Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] sampai dengan ayat {5) dilaksanakan
melalui rapat DPRD.

Kebjjakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan
bersama ditandatangani oleh Bupati’ dan Pimpinan
DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17
DPRD dan Bupati melaksanakan pembzshasan
Rancangan Perda tentang APE:D setelah 3Bupati
menyampaikan Rancangan Perda teniang APRBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati bersama DPRD membahas Rancangan Perda
tentang APBD sebagaimana dimsksud pada ayat (1)
dengan berpedoman pada rencara kerja Pemerintah
Daerah, kebijakan umum APBD. dan prioritas dan
plafon anggaran sementara untuk mendapat
persetujuan bersama.
Pembahasan Rancangan Perda tentang APFBD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dilaksanakan
oleh Badan Anggaran dan tim anggaran Pemerintah
Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda
tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
berlaku secara mutatis mutandis :terhadaijj pémbahasan
Rancangan Perda tentang perubghan ARBD.
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Pasal 19

(1} Badan Anggaran membahas Rancengan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
ditnaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

{2) Bupati menvampaikan Rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepads Badan Anggaran
dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemerilcsa Ke uangarn.

{3} Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] paling sedikit meliputi:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan
8. catatan atas laporan keuangar .

{4) Catatan atas laporan keuan: zan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} huruf ¢ ¢ harus dilampiri
dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah.

o an o

Pasal 20
Ketentuan wmengenai pembahasan lancangan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pembahasar Rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanazn APBD.

Pasal 21

Ketentuan mengenai jadwal pembalasan dan rapat
paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perila tentang APBD,
Rancangan Perda tentang perubatan APBD, dan
Rancangan Perda tentang pertanggu ngiawaban APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan
Pasal 20 ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengawasan
Pasal 22
(1} Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1} huruf ¢ diwujudkan dalam bentuk
pengawasan terhadap pelaksanaan:
a. Perda dan Peraturan Bupati;
b. peraturan perundang-undangan lain yang terkait

dengan penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah;

dan
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(2}

{3}

(4)

(5

{6)

{1}

{2)

C. tindak lanjut  hasil pemreriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksg Keuangan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan melatui;
4. rapat kerja Komisi dengan Perr erintah Daerah;
b, kegiatan kunjungan kerja;
©.  Tapat dengar pendapat tnttrm;
d. pengaduan masyarakat; dan
pemperda  melaksanakan pengawasan terhadap

perundang—umiangan lain  yang terkait dengan
benyelenggaraan Pemerintahan Dasrah sebagaimana
dimaksud pada ayvat {1} huruf 5 dan huruf b melalyj
kegiatan evaluagi terhadap efektivitas pelaksanaan
Perda, Peraturan Bupati, dan pelakisanaan peraturan
perundang«undangan yang lain.

Bapemperda melaporkan hasi] evah iasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Pim pinan DPRD dan
diumumkan dalam rapat paripurna.

RPRD berdasarkan Keputusan 'apat paripurng

laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan.

Permintaan Kkiarifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5} disampaikan melalui surat 2impinan DPRD
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Paszal 23

DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Paszal 22 dapat
memberikan rekomendasi terhadap laporan
keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas, preduktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerin ‘ahan Daerah.
Pemberian rekomendasi terhadap laporan keterangan
pertanggungiawaban Bupati se imana dimaksud
pPada ayat {1} dilaksanakan sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang
Pasal 24

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

membentuk Perda bersama Bupati; .
membahas dan memberikan persetujuen Rancangan
Perda tentang APBD yang diajukan oieh Bupati;



{1}

2)

(3

melaksanakan pengawasan ternadap pelaksanaan
Perda dan APBD;

memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 {delapan
belas) bulan;

mengusulkan pengangkatan atau  pemberhentian
Bupati dan/atau Wakil Bupati kspada Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemedintahan di nidang
dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan atau pemberhentian;
memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian
internasional di Daerah; .

memberikan persetujuan terhacap rencana kerja
sama internasional yang dilakukin oleh Pemerintah
Daerah;

meminta laporan keterangan pertanggungijawaban
Bupati dalam penyelenggaraan Perierintahan Daerah;
memberikan persetujuan terhacap rencana keria
sama dengan daerah lain atau dangan pihak ketiga
yang membebani masyarakat dan Daerah: dan
melaksanakan tugas dan wewenaig lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perunc ang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atan
. Wakil Bupati
Paragraf 1
Umum
B Pasal 25
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat! atau Wakil Bupati
dalam hal terjadi kekosongar jabatan untuk
meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan
belas} bulan sebagaimana dimaksd dalam Pasal 24
huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat {1
mementthi kuorum jika dihadiri cleh lebih dari 1/3
{satu per dua) jumlah Anggota.
Apabila kuorum sebagaimana dimeksud pada ayat {2}
tidak terpenuhi, rapat paripurmna ditunda paling
banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu anter
penundaan paling lama 1 {satu} jam..
Apabila luorum pada akhir swwaktu penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayar {3} masih belum
terpenuhi, pimpinan rapat paripuria dapat menunda
rapat paling lama 3 f{tiga) harl arau sampai waktu
yang ditetapkan oleh Badan Musyaiwvarah.
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{1)

{2}

3)

{4}

(1)
{2)

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Panitiz Pemilihan
Pasal 26

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupat

dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk

meneruskan stsa masa jabatan lebily dart 18 {delapan

belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

dilaksanakan oleh panitia pernilih:n.

Panitia pemilihan sebagaimana <imaksud pada ayat

(1} terdiri dari utusan Fraksi dengan memperhatikan

keterwakilan dan keseimbangan aaggota Fraksi.

Panitia pemilihan sebagaimana cimaksud pada ayat

{1} mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan;

b. mengumumkan dan melaksanakan pendaftaran
calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil
Bupati;

c. melaksanakan penjaringan, penyaringan, dan uji
publik calon Bupati dan Walil Bupati atan calon

- Wakil Bupat;

d. menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau
calon Wakil Bupati;

e. melaksanakan pemilihan;

f.  menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau
calon Wakil Bupati terpilih;

g. melaporkan calon Bupati dasy Wakil Bupati atau
calon Wakil Bupati terpilih pada rapat paripurna;
dan

h. mempersiapkan pelantikan calon Bupat dan
Wakil Bupati atau calon Wak:l Bupati terpiiih,

Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan

wewenang panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) sampai dengan ayat (3) diterapkan
dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 3
Jadwsal dan Tahapan Perailthan
Pasal 27

Panitia pemilthan menyusun jsdwal dan tshapan
pemilihan.
Jadwal dan tahapan pemilhan sechagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
perencanaan kKeglatan dan anggaran;
perencanagan penyelenggaraan pemilihan;
pendaftaran,;
penjaringan dan penyaringan;

2.0 up

14



penetapan calon Bupati dar Wakil Bupad atan
calon Wakil Bupati;

pelaksanaan pemilihan suara;

penghitungan suara dan rekes pitulasi hasil suarsa;
penetapan calon Bupati dar Wakil Bupad atau
calon Wakil Bupati terpilih;

penyelesaian  pelanggaran (dan  sengketa hasil
pemilihan; dan

pengusulan pengesahan rengangkatan calon
Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati
terpilih.

{3} Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan tahapan
pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2} ditetapkan oleh ketua panitia pemilthan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Penyampajan Kelengkapan Dokumen

Persyaratan
Pasal 28

Dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau

calon Wakil Bupati dan persyaratan pencalonan meliputi:

a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh
calon Bupati dan Wakil Bupat atau calon Wakil
Bupati mengenai:

1.
2.

~

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Ess;

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan
Negara Kesatuan Repubiﬂ:: Indonesia;

tidak pernah sebagal teryidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap atau bagi mantan
terpidana telah secara tz2rbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik bahwa vang
bersangkutan mantan terpide na;

belum pernah menjabat scbags. Bupati atau
Walkil Bupati selama 2 {duaj kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama;

belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk
calon Wakil Bupati;

berhenti dari jabatannya hagi Bupati atau Wakil
Bupati vang mencalonkan 4iri di daerah lain
sejak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati atau calon Wakil Bupeti;

tidak berstatus sebagai penjadat Bupati;
menyatakan secara tertulis pengunduran diri
sebagal anggota Dewan Perwakilan Rakyat
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10.

Daerah, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan
Anggota sejak ditetapkan scbagai calon Bupati
dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
menyatakan secara tertulis pengunduran diri
sebagai anggota Tentara Nasic.al Indonesia,
Kepolisian Negara Republk Indonesia, dan
pegawar negert giptl serta kepala deesa sejak
ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil
Bupati atau calon Wakil Bupati; dan

berhenti dari jabatan pada badan usahsa milik
negara atau badan usaha milik daerah sejak
ditetapkan sebagal calon Bupati dan Wakil
Bupati atau calon Wakil Bupati.

surat keterangan:

1.

hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani,
rohani, dan bebas penyalshgunaan narkotika
dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi,
dan Badan Narkotika Nasion:d;

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meiputi tempat tinggal
calon Bupati dan Wakil Bupati atau calor Wakil
Bupati atau bagi mantan terpidana telah secara
terbuka dan jujur mengemulakan kepada publik
bahwa yvang bersangkutan mantan terpidana dari
pemimpin redaksi media massa lokal atau
nasional dengan disertai bukiinya,;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil
Bupati;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang
dibuktikan dengan surat keterangan catatan
Kepolisian Negara Republik ndonesia;

tidak sedang memiliki tanggangan ntang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum
vang menjadi tanggungjawabaya yang merugikan
keuangan negara, dari pengadilan negeri yang
wilavah hukumnyva meliputi 'empat tinggal calon
Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil
Bupati; dan

tidak dinyatakan pailit dar. pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil
Bupati.
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ge

{1)

{2)

(1)

surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati

dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dari

instansi vang berwenang memeriksa laporan kekayaan
penvelenggara negara;

fotokopi:

1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah
lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah
dilegalisir oleh pihak yang berwenang;

2.  kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon,
tanda terimma penyampaian surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi atas nama calon Bupati dan Wakil Bupati
atau calon Wakil Bupati untuk masa & {limaj
tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat
keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak
dari kantor pelayanan pajak tempat calon Bupati
dan Wakil Bupati atau calon’ Wakil Bupati
terdaftar; dan

3. kartu tanda penduduk elekt-onik dengan nomor
induk kependudukan.

daftar riwavat hidup vang dibuat dan ditandatangani

oleh calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil

Bupati, pimpinan Partai Politil: pengusung, atau

pimpinan gabungan Partai Politik pengusung;

pas foto terbaru; dan

naskah visi, misi, dan programn calon Bupati dan

Wakil Bupati atau calon Waki! Bu»ati.

Paragraf &
Larangan dan Sanksi

Pasal 29
Partai politik pengusung atau gab:ungan partai politik
pengusung dilarang menarik calon Bupati dan Wakil
Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusungnya
terhitung sejak ditetapkan sebagii calon oleh panitia
pemilihan.
Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil
Bupati dilarang mengundurkan diri terhitung sejak
ditetapkan sebagai calon oleh pan tia pemilihan.

Paragraf 6
Penyampaian Visi dan Misi
Pasal 30
Calon Bupati dan Wakil Bupat! atau calon Wakil
Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang
disusun berdasarkan renc¢ana pembangunan jangka
panjang daeral secara lisan ma.pun tertulis dalam
rapat paripurna.
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(2}

Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang sopan,
tertib, dan bersifat edukatif.

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil
Bupati berhak mendapatkan informasi atau data dari
Pemerintah  Daerah sesual dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dikenai sanksi berupa
pengumuman kepada masyarakat melalui media cetak
atau elektronik.

Paragrafl 7

Jumiah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

{1)

(©}

Pasal 31
Saksl pemilihan Bupati dan Wak:1 Bupati atau Wakil
Bupati ditetapkan 2 (dua) orang Anggota DPRD vang
ditunjuk oleh Fraksi partai politil: pengusung dengan
dilengkapi surat mandat.
Setiap Fraksi partai polittk pengusung sehagaimana
dimaksud pada ayat {1} dapat mmengusulkan paling
banyak 2 {dua} orang saksi.
Setiap saksi yang diusulkan sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} harus menyerahkan surat mandat dari
Fraksi partai politik pengusung ang ditandatangani
oleh pimpinan Fraksi partai politiii pengusung kepada
panitia pemilihan paling lambat 2 {dua} Hari sebelum
pelaksanaan pemilihan. .
Ranitia pemilihan memilith 2 {dua) orang sakst dan
keseluruhan saksi vang diusulkan Fraksi partai politik
pengusung vang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sampai dengan ayat {3} secara
musyawarah untuk mufakat.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
a. menaati dan mengikut tahapan pemilihan Bupati
dan Wakil Bupat: atau Wakil Bupaty;
b. hadir sebelum pelaksanaan psmilihan Bupati dan
Walkil Bupati atau Wakil Bup.ati;
c. mengisi daftar hadir; dan
d. menandatangani berita acara hasil pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atat. Wakil Bupati.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dapat
mengajukan usulan kepada parnitia pemilihan jika
terdapat ketidaksesuaian dalam teknis pelaksanaan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
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Paragraf 8
Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan
Pasal 32

{1} Setiap Anggota DPRD berhak meriberikan suara pada
saat pemilihan Bupati dan Wakii Bupati atau Wakil
Bupati.

{2} Hak memberikan suara sebagaimana dimakstud pada
ayat (1) dilaksanakan secara langsung.

{3} Dalam hal terdapat Anggota DPRD yang berhzalangan
hadir atau tidak menggunakan hsk memberikan suara
pada saat pemilihan Bupati dan Wekil Bupati atau Wakil
Bupati secara langsung sebagaimana dimaksud pada avat
{1} dan ayat (2}, hak Anggota DPRD yang bersangkutan
tidak dapat diwakilkan dan dianggap gugur.

Paragraf 9
Tata Cara Pemilihan dan Perlenghkapan Pemilihan
Pasal 33

{1} Panitia pemilihan menyediakan perlengkapan:

kaotak suara;

bilik suara atau tempat untul: pemberian suara;

surat suara, termasuk surat suara cadangan;

alat tulis kantor;

paku dan spidol hitam; dan

papan tulis untuk memuat hasil pemilihan suara.

{2} Seiam perlengkapan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} untuk menjaga keamanan, kerahasiazan, dan
kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupeati atau calon Waldl Bupat, panitia periiliban
dapat menyediakan perlengkapan lainnya Ssesuai
kebutuhan.

meRn TR

Pasal 34

{1} Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang
disediakan oleh panitia pemilihan.

{2} Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilaksanakan berdasarkan urutar. daftar hadir setiap
Anggora DPRD yvang hadir dalara pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati atau Wakil Bupeti.

{3} Pemberian suara sebagaimana dimaksid pada syat {2)
dilakukan dengan cara mencoblos kotak nomor atau
nama calon Bupati dan Wakil Burat atau calon Wakil
Bupati pada surat suara.

Pasal 35

{1} Dalam hal pemilih menerima suret suara yang rusak;
atau melakukan kekeliruan dalain cara memberikan
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(2)

{1)

(2)

{3

(4

{1}

(2)

suara pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada panitia pemilihan.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) hanya memberikan surat suara pengganti 1 {satu}
kali.

Pasal 36
Surat suara dinyatakan sah jika:
a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
panitia pemilihan; dan
b. diberi tanda coblos:
1. hanya terdapat pada 1 (satu} kotak yang
memuat 1 (satu} calon Bupati dan Wakil
Bupati atau calon Wakil Bupati; atau
2. terdapat dalam =salah satu kotak vang
mermuat nomoer atau naina calon Bupati dan
Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati; atau
3. lebih dari 1 {satu], tetapi masih di dalam
salah satu kotak yang mmemuat nomoer atau
nama calen Bupati dar Wakil Bupa:i atau
calon Waldl Bupati; atau
4. terdapat pada salah sau garis kotak yang
memuat nomor atau nama calon Bupati dan
Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
Dalam hal terdapat surat suara yang dinyatakan tidak
sah, panitia pemilihan menzumumkan alasan
ketidaksahan surat suara tersebu: kepada pemilih.
Panitia pemilihan melakukan penghitungan suara
setelah seluruh pemiiih memberik an sueranya.
Dalam hal surat suara yang ada dalam kotak suara
tidak sesual dengan jumlah pemilh, dilakukan
pemilihan suara ulang sampai junilah surat suara dan
jumlah pemilih sama.

Paragraf 10
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 37

Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dipeoleh jumlah suara
yang sama, dilakukan pemilihan suara ulang sesuai
dengan ketentuan sebagaimane dimaksud dalam
Pasal 33 sampai dengan Pasal 36.

Pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling siigkat 2 (dua) Hari
terhitung sejak pemilihan suara menghasilkan jumilah
suara yang sama.
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Paragraf 11
Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon
Wakil Bupati Terpilih
Pasal 38

{1} Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
terpilih ditetapkan berdacarkan jumiah perolehan
sttara terbanyak hasil pemilihar Bupati dan Waldl
Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna.

{2) Ketentuan mengenai hasil pemilihan Bupati dar: Wakil
Bupati atau Wakil Bupati sebegaimana dimaksud
pada ayat {1} ditetapkan dengan Kzputusan DPFD,

Pasal 39

{1} Berdgsarkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
mengumumkan pengangkatan:

a. Bupati dan Wakil Bupati; atau
b. Wakil Bupati. ,

(21 Ketentuan mengenai usulan pengsngkatan Bupati dan
Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditetapkarn: dengan Keputusan
DPRD.

Pasal 40
Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang
Usulan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati kepaila Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang delam
negeri melalur Gubernur.

Bagian Keempat
Persetujuan terhadap Rencana Kerja Sama
Internasional yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 41

{1) Pemberian persetujuan terhadap -encana kerja sama
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g
ditetapkan dalam rapat paripurna.

{3) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan rapat
paripurna sebhagaimana dimaksiud pada ayat (1}
kepada Bupati untuk ditindaklarjuti sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
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BAB HI
KEANGGOTAAN
Pasal 42

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima} tyhun terhitung sejak
pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota
DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

{1}

{2)

{3)

{4)

)

Pasal 43

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

sebelum memangku jabatamiva mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama vang dipandu
oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut dalam rapat
paripurna.

Dalam hal Xetua Pengadilin Negeri Garut

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan,

pengucapar sumpah/janji Anggota DPRD dipandu
oleh Walkil Ketua Pengadilan Nege:i Garut.

Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut

sehagaimana dimaksud pada ayat (4] berhalangan,

pengucapan sumpah/janji Anggata DPRD dipandu
oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri Garut yang
ditunjuk.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada syat {1)

dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya.

Dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada avat {4} berhalangan

hadir, rapat paripurmma dipimpin oleh Anggota DPRD
yang paling tua dan/atau paing muda periode
sebelumnyn.

Anggota DPRD yang berhalargan mengucapkan

sumpah/janji secara bersama-sama sebagsimana

dimaksud pada ayat {1} mengucspkan sumpah/janji
dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Tata Pakaian yang digunakan dalam acara

pengucapan sumpah/janj Anggota DPRD meliputi:

a. Ketua Pengadilan Negeri meaggunakan pakaian
sesuai ketentuan dari instansi vang
hersangkutan; |

b. Bupati menggunakan pakai sipil lengkap cengan
peci nasional;

c. anggota DPRD peserta rapat Paripurna dan
Anggota DPRD yang akan mengucapkan
sumpah/janji menggunakan pakaian  sipil
lengkap dengan peci nasicnal bagi pria dan
wanita menggunakan pakaiar sipil lengkap: dan

d. undangan bagi Anggota TNI/TOLRI menggunakan
pakaian dinas upacara, undangan  sipil
menggunakan pakaian sipil l=ngkap dengan pec:
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nasional bagi pria dan wanita menggunakan
pakaian nasional;

Pasal 44

{1} Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pssal 43 dilaksanakan
pada tangga! berakhirnva masa jabatan 5 (lima) tahun
Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.

{2} Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota
DPRD yang lama periode sebelimnyva sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} jatuh pada hari libur atau hari
yvang diliburkan, pengucapan sumpah/janji
dilaksanakan hari berikutnya ses idah hari libur atau
hari yang diliburkan.

Pasal 45

{1} Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan
menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/
janili, vyang Tbersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah/janji menjaci Anggota DPRD.

{2} Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan
menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/
janji, yang Dbersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah /janji menjacdi Anggota DPRD dan
saat itu juga diberhentikan sementara sebagai
Anggota DPRD.

{31 Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih diterapkan
menjadi terpidana berdasarken sutusan penpadilan
vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada
saat pengucapan sumpah/fjanji, yang bersangkutan
tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji
menjadi Anggota DPRD dar saat itu juga
diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 46
Sumpah/janiji Anggota DPRD sebazaimana dimaksud
dalam Pasal 42 sampal dengan Pasal 43 berbunyi:
“Demi Allah {Tuhan} saya bersumpah/herjanii:
bahwa sava akan memenuhi kews iban saya sebagai
Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adiliya, sesuai dengan keentuan peraturan
perundang-undangan dengan berpedonan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewijiban akan bekerja
dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan
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demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat vang
saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
indonesia.”

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu ’
Umum
Pasal 47

{1} Alat kelengkapan DPRD terdiri ates:

Pimpinan DPRD,

Badan Musyawarah;

Komisi;

Bapemperda;

Badan Anggaran;

Badan Kehormatan; dan

alat kelengkapan lain yang diperlukan dan

dibentuk oleh rapat paripurna.

{2) Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi,
Bapemperda, Badan  Anggaran, dan  Badan
Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf a sampal dengan huruf { bersifat
tetap.

{3) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan
Anggaran, dan Badan Kehormatan sebagaimnana
dimaksud pada ayat (1} huruf b sampai dengan
huruf { dibentuk oleh DPRD pada awal masa
Jabatan keanggotaan DPRD.

{4} Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripuwma sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf g berupa panitia kbusus
yang bersifat tidak tetap.

{5} Setiap alat kelengkapan DPRD setagaimana dimaksud
pada ayat {1} dalam menjatankan tugasnya dibantu
oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok
pakar atau tim ahli.

{6} Pembentukan alat kelengkapan DPRD sebagsimana
dimaksud pada ayvat (1} sampai dengan avat (4)
ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

mro Ao

Pasal 48
Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh
merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD
yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang
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merangkap sebagal pimpinan pada Badan Musyawarah
dan Badan Anggaran.

2]

3)

)

{5}

{7)

{8}

{1)

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Pasal 49
Pimpinan DPFRD terdiri dari 1 {satu) orang Ketua
DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Keiua DPRD,
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari partai politik berdasarkan urutan
perolehan kursi terbanvak di DPRD.
Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
merupakan Anggota DPRD yang herasal dari partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di
DPRD.
Dalam hal terdapat lebth dari 1 {satu} partai politik
yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} Ketua DPRD
merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai
politik yang mempercleh suara ternanyak.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu} partai politik
yang memperoleh suara terbanyal: sarm: sebageimana
dimaksud pada ayat (4] penertuan Ketua DPRD
dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara
partai politik vang paling merata urutan pertama.
Dalam hal Ketua DPRD ditetapkar. dari Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} Wakil Ketua
DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal
dari partai politik yang mempercleh kursi terbanyak
kedua, ketiga, dan/atau keemwat sesuai dengan
jumlah Wakil Ketua DPRD.
Dalam hal Ketua DPRD ditetapkar. dari Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {4} Wakil Ketua
DPRD ditetapkan dari Anggota 2JPRD yang berasal
dari partai politik yang memperoleh urutan suara
terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai
dengan jumlah Wakil Ketua DPRD
Dalam hal Ketua DPRD ditetapkar dari Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {5} Wakil Ketua
DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal
dari partai politik yang memperoleh persebaran suara
paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau
keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

Pasal 50
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat {1} merupakan satu kesatuan pimpinan yang
bersifat kolektif dan koelegial.
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(2}

{3

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
sebelum  memangku  jabataniiya  mengucapkan
sumpah /janji sebagaimana dimal.sud dalam Pasal 46
dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut.

Masa jabatan Pimpinan DPRD setagaimana dimaksud
pada ayat (2) terhitung sejak vanggal pengucapan
sumpith fjanyi sebagaimana dimzalksud pade avat {2}
dan berakhir bersamaan dengar berakhirnya masa
jabatan keanggotaan DPRD.

Pasal 51

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a.

b.
c.

=

{2

{4)

memimpin rapat DPRD dan menvimpulkan hasil rapat
untuk diambil keputusan;

menyusun rencana kerja Pimpinai DPRD;
menetapkan pembagian tugas antara Ketua DPRD dan
Wakil Ketua DPRD;

melakukan  koordinasi dalam mengnyinergikan
pelaksanaan agenda dan mater: kegiatan dari alat
kelengkapan DPRD;,

mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga
atau instansi lain;

mengadakan konsultasi dengan Fupati dan pimpinan
lembaga atau instansi vertikal lainnya;

mewakili DPRD di pengadilan;

melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan
sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
menyampaikan laporan kinerja Phapinan DPRD daiam
rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

. Pasal 52
Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1} belum terbentuk, DPRD
dipimpin oleh pimpinan sementar:. DPRD,
Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} terdiri dari 1 (satu} orang ketua dan 1
{satu} orang wakil ketua yang terasal dari 2 {dua}
Partai Politik yang memperolenn kursi terbanvak
pertama dan kedua di DPRD.
Dalam hal terdapat lebih dari 1 {satu] Partai Politk
vang memperoleh kursi terbanyek sama, ketua dan
wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara
musyawarah oleh wakil Partai Folitik bersangkutan
yang ada di DPRD.
Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud
ayat (2] mempunyai tugas:
a. memimpin rapat DPRD;
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3)

{1)

{2)

(1)

b. memifasilitasi pembentukan Fraksi;
¢. memfasilitasi penyusunan Tata Tertib DPRD; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 53

Pimpinan DPRD berhenti dari abatannya sebelum

berakhir masa jabsatannya fika:

a. meninggal dunia;

b.  mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;

c. diberhentikan sebagai Angsota DPRD sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; atau

d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan

DPRD sebagaimana dimaksud peda ayat (1) huruf d

dalam hal:

a. terbukfi melanggar sumpal /janji jabatan dan
Kode Erik Dberdasarkan Keputusan Badan
Kehormatan; atau

b, partai politik yang bersang'aitan mengusulkan
pemberhentian yang bersangkutan sebagai
Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para

Wakil Ketua DPRD menetapkar salah satu Wakil

Ketua DPRD untuk melaks.nakan tugas Ketua DPRD

sampai dengan ditetapkannya Keiua DPRD pengganti

definitif.

Dalamm hal Ketua DPRD dan “Vakil Ketua DRRD

berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD yang bersangkutan

melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan

ditetapkannya Ketua DPRD pengganti definitif.

Pasal 54
Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul
pemberhentian Pimpinan DPRD pada rapat paripurna
untuk ditetapkan dalam rapat parnpumna.
Pemberhentian  Pimpinan DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} ditetapkan dengan Keputusan
DPRD.

Pasal 55

tentang pember henhan lepman DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat {{} kepada Gubernur
melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak Keputusan DPRD tentsng pemberhentian
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Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna
untuk peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD.

(2} Bupati menyampaikan Keputusan DPRD tentang
pemberhentian  Pimpinan DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling
lambat 7 {(tujuh) Hari terhitung sejak menerima
Keputusan DPRD temtang pemberhentian Pimpinan
DPRD, :

{3] Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clisertai
dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 56

{1} Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3} berasal
dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD
vang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPFRD vyang berhenti
sebagaimana dimaksud pada aya: (1) diusulkan oleh
pimpinan partai politik Pimpinan 2PRD yang berhenti
untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan
ditetapkan dengan Keputusan DPED

Pasal 87
Pimpinan DPRD mengusulkan peresimian pengangkatan
calon pengganti Pimpinan DPRD) vyang berhenti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) kepada
Gubernur melalui Bupati.

Pasal 58

(1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa
tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan
DPRD lainnya melaksanakan rausyawarah untuk
menentukan salah satu Pimpitan DPRD untuk
melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang
menjalant masa tahanan ateu bert alangan sementara.

{2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} ditetapkar dengan Keputusan
Pimpinan DPRD.

Pasal 59
Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas
Ketua DPRD sebagaimana dimaksucd dalam Pasal 58
berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti
sementara melaksanakan tugas kembali,
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{1}

{2}

(1}

{2)

3}

(2}

Pasal 60

Dalam hal salah satu Pimpiian DPRD sedang
menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara
lebih dari 30 {tiga puluh) Huri, pinpinan partai potitik
yang bersangkutan mengusulkat kepada Pimpinan
DPRD salah satu Anggota DPRD lari partai politiknya
untuk melaksanakan tugas Pirmipinen DPRD yang
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan
sementara.

Usulan pelaksana tugas Pimpinar DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumivmkan dalam rapat
paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 61
Dalam hal seluruh Pimpinan DPED sedang menjalani
masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan
partai politik yang bersangkitan mengusulkan
Anggota DPRD dari partai politiknya untuk
melaksanakan tugas Pimpinan OPRD yang sedang
menjalani masa tahanan atau herhalangan sementara.
Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} disampeikan kepada DPRD
paling lambat 7 {tujuh) Hari terhitung sejak seluruh
Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara. "
Usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) diumumkan dalam rapat
paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
Rapat paripurna sebagaimena din aksud pada ayat {3}
dipimpin oleh Anggota DPRD vyang paling tua
dan/atau paling muda.

Pasal 62

Pimpinan DPRD menyampaikan XKeputusan DPRD
tentang Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5)
kepada Gubemur melalui Bupaii paling lambat 7
{tujuh} Har terhitung sejak menerima Keputusan
DPRD tentang Pelaksana Tugas Piinpinan DPRD.

Bupati menvampaikan usulan pelaksana tugas
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat {1}
kepada Gubernur paling lambat 7 (twjuh) Harl
terhitung sejak menerima Keputisan DPRD tentang
pelaksana tugas Pimpinan DPRD yang sedang
menjalani masa tahanan atau berh alangan sementara.
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n

{2)

Pasal 63
Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas
dan wewenang Pimpinan LPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51.
Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak
protokoler Fimnpinan DPRD sesuci dengan ketentusn
peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak b2rsalah berdasarkan
puiusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi
terhadap Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD melalui
pengumuman dalam rapat paripurna.

{1}

(2)

{3)

{(4)

{3

{1}

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah
Pasal 65
Anggota Badan Musyawarah palirg banyak 1/2 {satu
per dua} dari jumlah Anggota DPRD bherdasarkan
perimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
Susunan keanggotaan Bacan Musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan
DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
Pimpinan DPRD karena jabatannya merupakan
pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggoia.
Sekretaris DPRD Kkarena jabatannva merupakan
sekretaris Badan Musyawarah <an bukan s=bagai
anggota Badan Musyawarah.
Perpindahan  Anggota DPRD dalam  Badan
Musyawarah ke alat kelengkapar DPRD lain hanva
dapat dilakukan setelah masa kKeznggotaarmya dalam
Badan Musyawarah paling singkit 2 {dua} tahun 6
(enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.’

Pasal 66

Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengoordinasikan  sinkronisasi penyusunan
rencana kerjia tahunan dan 9 (Hma} tehunan
DPRID  dari  seluruh rencana kerja alat
kelengkapan DPRD;

b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu} tahun
masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang,
perkiraan waktu penyelesaicnn suatu masalah,
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(2}

{4)

(2

dan jangka wakiu penyelesaian Rancangan
Perda;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD
dalam menentukan garic kebjjakan  yang
menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang
DPRD;

d.  meminta danfatan  memberikan kesempatan
kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk
memberikan  keterangan  atau  pen‘elasan
mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

memberikan  saran atau pendapat untuk

memperlancar kegiatan DPRI;

g merckomendasikan pemtentukan Danitia
khusus; dan

h., melaksanakan tugas lam yang diputuskan dalam
rapat paripurna.

Agenda DPRD yang telah diteiapkan oleh Badan

Musyawarah hanya dapat divbah dalam rapat

paripurna. '

Setiap anggota Badan Musyawaral wajib:

a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum
pengambilan keputusan d:idam rapat Badan
Musyawarah; dan

b. menyampaikan hasil iapat 3adan Musyawarah
kepada Fraksi.

™

Bagian Keempat

Keomiai

Pasal 67
Setiap Anggota DPRD meniadi anggota salah satu
Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari 4 {empat) Komisi.
Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} citetapkan cengan
mempertimbangkan perimbangar: dan pemerataan
jumilah anggota antar Komisi.
Keanggotaan dalam Komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat {3} diputuskan dalam rapat paripurna atas
usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari
dan oleh anggota Komisi dan dilaorkan dalam rapat
paripurna.
Masa jabatan ketua, waldl ketua, dan sekretaris
Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan selama 2 {dua} tahun 6 {enam) bulan.
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{7}

{8)

{9

Dalam hal terdapat penggantian ketua, walkil ketua,
dan/atau sekretaris Komisi ddakukan permilihan
ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat {5).

Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau
sekretaris omisi sebagaimana cimaksud pada ayat
{7} meneruskan sisa masa jabata:. ketua, waldl ketua,
dan/atau sekretaris Komisi yang «igantikan,
Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat
dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam
Komisi paling singkat 1 (satu) talhrin berdasarksn usul
Fraksi,

Pasal 68

Komisi mempunyai tugas dan wewenarng:

&.

{1}

{2)

memastikan terlaksananya kewa tban Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan peruidang-undangan,
melakukan pembahasan Rancangan Perda;
melakukan pembahasan Rancangin Keputusan DFRD
sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
sesuai dengan ruang lingkup tuga s Komisi;

membantu Fimpinan DPRD calam penyelesaian
masalah yang disampaikan olelr Bupati dan/atau
masyarakat kepada DPRD;

menerima, menampung, dan membahas serta
menindaklanjuti aspirasi masyara at;

mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di
Daerah;

melakukan kunjungan kerja Komisi atas perseiujuan
Pimpinan DPRD;

mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
mengainikan usul kepada Pimpinan DPRD yang
termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi;
dan

memberikan laporan tertulis kep: da Phmpinan DPRD
mengenai hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 69

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komist dapat
melibatkan Komisi lain dan/atan alat kelengkapan
DPRD terkait.

Pelibatan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan
DPRD terkait dalam pembahasan Rancangan Perda
sebagaimana dimaksud pada avat {1) ditetapkan
dengan Keputusan DPRD.



(1)

{2

Ruang Hhngkup tugas Komisi
urusan pemerintahan vang menjadi

Pasal 0

Daerah,
Pembagian ruang lingkup tugas {omisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
Pembidangan terdiri atas:

a.

Komisi [ bidang pemerintahan, meliputi:

1. komunikasi dan informaika;

2. otonomoni daerah;

3. perizinan;

4 ketentraman, ketertiban umum,
pelindungan masyarakat,

5.  kepegawaian;

6. kependudukan dan catatan sipil; dan

7. pemberdayaan masyarakat dan desa.

Komisi II bidang pembanguran, agrikultur,

sumber daya alam, meliputi:

pekerjaan umum dan penataan ruang,;
perumahan dan permukiman;
ketahanan pangan;

lingkungan hidup;

perhubungan;

perikanan;

peternakan; _

energi dan sumber daya -nineral;
pertanian,

PO IrARAWN -

11. penanggulangan bencanec.

Komisi III bidang ekonomi, keuangan,
industri, meliputi:

koperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman modal; |
pariwisata;

perindustrian;

perdagangan;

keuangan dan aset daerah; dan

. pendapatan daerah.

N e s 0N

0. perencanaan pembanguran daerah; dan

dibagi berdasarkan

kewenangan

dan

dan

dan

Komisi [V bidang kesejahteraan rakyat, meliputi:

pendidikan;

kesehatan;

sosial;

tenaga kerja dan transmigrasi;
pengendalian penduduk;
keluarga berencana;

RN
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(1)

(2)

(3]

)

{5)

(6)

7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;

8. pemuda dan olah raga;

9. kebudayaan; dan

10. perpustakaan dan kearsipan.

Bagian Helimua
Bapemperda
Pasal 71
Anggota  Bapemperda ditetapkan dalam rapat
paripurna menurut perimbangan dan pemerataan
anggota Komisi.
Jumlah Anggota Bapemper la sebagaimana dimaksud
ayat (1} paling banyak sejumlah anggota Komisi yang
terbanyak. '
Pimpinan Bapemperda terdiri dari 1 (satu) orang ketua
dan 1 {satu)} orang wakil ketua vang dipilih dari dan
oieh anggota Bapemperda.
Sekretaris DPRD  karena jabaarnmya merupakan
sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota
Bapemperda.
Masa jabatan pimpinan Bapemperda sebageimana
dimaksud ayvat {3} ditetapkan selama 2 (dua} tzhun 6
{enamj bulan.
Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke
alat kelengkapan DPRD lain dapzit dilakukan setelah
masa keanggotaannya dalam 3apemperda paling
singkat 1 {satu} tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 72

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

a.

menyusun rancangan Propemperda yang mermnuat
daftar urut Rancangan Perda berdasarkan skala
prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai
alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan
DPRD;

mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara
DFRD dan Pemerintali Daerah;

menyiapkan Rancangan Perda yanz berssal dari DPRD
yvang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan
program prioritas yang telah ditetaokan;

melakukan pengharmoenisasian, pembulatan. dan
pemantapan konsepsi Rancangan Perda vang
diajukan Anggota DPRD, Komisi, atau gabungan
Komisi sebelum Rancangan Ferda disampaikan
kepada Pimpinan DPRD;

mengikuti pembahasan Rancangan Perda vyang
diajukan oleh DPRD dan Pemerint:h Daerah;
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L

(<)
(3)

{4)

(5)

memberikan pertimbangan terhadap usulan
penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh
DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD
terhadap Rancangan Perda vang berasal dari
Pemerintah Daerah;

mengikutt perkembangan dan melakakan evaluasi
terhadap pembahasan materi muatan Rancangan
Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau
panitia khusus;

memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas
Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan
Musvawarah;

melakukan kajian Perda; dan

membuat laporan kinerja tpada masa akhir
keanggotaan DPRD dan menginveniarisasi
permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai
bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan DPRD
berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 73

Anggota Badan Anggaran berjuralah paling banyak
1/2 (satu per duaj dari jumlah Anggota DPRD) vang
diusulkan oleh sehap Fraksi dengan
mempertimbangkan  keterwakilan keanggotaannya
dalam Komisi.
Pimpinan DPRD karena jaba annya merupskan
pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
Susunan keanggotaan, ketua, das wakil ketua Badan
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam rapat paripurna.
Sekretaris DPRD karena jabatannya merupakan
sekretaris Badan Anggaran dan  bukan sebagai
anggota Badan Anggaran.
Perpindahan Anggota DPRD dalem Badan Anggaran
ke alat ketengkapan DPRD lain haaya dapat dilskukan
setelah masa keanggotaannya daiam Badan Anggaran
paling singkat 1 {satu} tahun berdasarkan usul ifraksi.

Pasal 74

Badan Anggaran mempunyai tugas dar. wewenang:

a.

memberikan saran dan pendapat berupa pokok
pikiran DPRD kepada Bupati da am mempersiapkan
rancangan APBD sebelum Peratiran Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
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1)

{2}

(3]

{4)

(5)

{6}

{1

melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya
dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan
dalam rangka pembahasan rencangan kebijakan
umum APBD dan prioritas dazn plafon anggaran
sementara;

memberikan saran dan pendanat kepada Bupati
daiam mempersiupkan Raneansan Perda tentang
APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD,
dan Rancangan Perda tentang sertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang
APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD,
dan Rancangan Perda tentang Jertanggungjawaban
pelaksanaan APBD  berdasarkan hasil evaluasi
Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

melakukan pembahasan bersama tim anggaran
Pemerintah Daerah terhadap raancangan rancangan
kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon
anggaran sementara yang disamoaikan oleh Bupati;
dan

memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam
penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 75
Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (ima} orang
yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
Pimpinan Badan Kehormatan terdivi dari 1 {satu)
orang ketua dan 1 {satu) orang wakil ketua yang
dipilih dan dan oleh anggota Bada » Kehormatan.
Anggota Badan Kehormatan diplih dan ditetapkan
dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari setiap
Fraksi.
Setiap Fraksi berhak mengusullan 1 {satu) orang
calon anggota Badan Kehormatan.
Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi di DPRD,
Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak
berhak mengusulkan 2 (dua} oiang calon anggota
Badan Kehormatan.
Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan
ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan
setelah masa  keanggotaannys dalam  Badan
Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 {enam)
bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76
Badan Kehormatan mempunyai tugas:
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a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau
kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji
dan Kode Etik;

b. meneliti dugaan pelarniggaran terhadap
sumpah/janji dan Kode Etik vang dilakukan
Anggota DPRD;

¢.  melakukarn pettvelidilean, verifikast, dan
klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD,
Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan
tentang hasil penyelidikan, verifikasi. dan
klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD,
Anggota DPRD, dan/atan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ kepada
rapat paripurna.

Tugas Badan Kehormatan sebzgaimana dimaksud

pada ayat {1} dilaksanakan uniuk menjaga moral,

martabat, kehormatan, citra, dan wedibilitas DPRD.

Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan

klarilikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢, Badan Kehormatan dapat me ninta bantuan dari
ahli independen.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76, Badan Kehormatan berwenarng;

a.

b.

(1)

(2)

memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan
pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk
memberikan  klarifikasi atau pembelasan atas
pengaduan dugaan pelanggaran y: ng dilakukan;
meminta keterangan pelapor, salsi, atau pihak lain
yvang terkait termasuk meminta ¢okumen atau bukti
lain; dan _

menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang
terbukti melanggar sumpah /ijanji <ian Kode Etik.

Pasal 78
Pimpinan DPRD, Arnggota DPRD, dan fatau
masyarakat menvampaikan pengaduan  dugaan
pelanggaran oleh Anggota DPFD secara tortulis
kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada
Badan Kehormatan disertai idertitas pelapor vang
jelas dan bukti dugaan pelanggara:,
Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada aya: {1) kepada Badan
Kehormatan paling lama 7 {tujuh} Yari terhitung sejak
tanggal pengaduan diterima.
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{3}

{1

(2)

{3)

8

(2)

{3

(1)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan
pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan
Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 79

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78, Badan Kehcrmatan melskukan

penyelidikan, verilikasi, dan klarif kasi dengan cara:

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada
pengadu, saksi. teradu, dan/atau pihak lain vang
terkait; dan/atau

b. memverilikasi dokumen atau bukti lain yang
terkait.

Hasil penyelidikan, verifikasi, den klarifikasi Badan

Kehormatan sebagaimana dimalsud pada avat (1)

dituangkan dalam berita acara.

Pimpinan DPRD dan Badan Keliormatan menjamin

kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan

klarifikasi.

Pasal 80
Dalam hal teradu terbukti melskukan pelanggaran
atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan
menjatuhkan sanksi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
¢. mengusulkan pemberhentiar sebagai pimpinan
alat kelengkapan DPRD
d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai
Anggota DPRD; dan/atau
e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota
DPRD sesuai dengan keentuan peraturan
perundang-undangan.
Penjatuhan sanksi sebagaimana cimaksud pada ayat
{1} ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan
diumumkan dalam rapat paripurna.
Banksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat
kelengkapan DPRD dan pemberhentian sementara
sebagai Anggota DPRD sebagaimaa dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (1} huruf ¢ dan huruf d dipublikasikan
oleh DPRD.

Pasal 81
Dalam hal Badan Kehormatan inemberikan sanksi
pemberhentian sebagal pimpinar alat kelengkapan
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan
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DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diumumkan dalam rapat paripurna.

{2} Badan Musyawarah menetaplan jadwal rapat
paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
lama 10 {sepuluh) Hari terhiturg sejak Keputusan
Badan Kehormatan diumumkan dalam rapat
paripurna.

Pasal 82
Keputusan Badan Kehormatan tentang perjatuhan sanksi
berupa pemberhentian sebagai Anggita DPRD diproses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83
Ketentuan lebih lanjut mengenai ta'a cara pengaduan
masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan
Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan DPRD
tentang Tata Beracara Badan Kehormaian,

Bagian Kedelapan
Panitia Khnsus
Pasal 84

{1} Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas
usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan
Badan Musyawarah.

{2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam waktu yang bersamaan paling
banyak sama jumlahnya dengan Komisi.

{3} Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat {3}:

a. paling lama 1 ({satu} tahun untuk tugas
pembentukan Perda; atau

b. paling lama 6 (enam} bulan untuk tugas selain
pembentukan Perda.

{4) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa
keria dalam rapat paripurna.

{5} Pembentukan panitia khusus sebs gaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 85
{1} Jumiah anggota panitia khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ditetapkan paling banyak
15 {lima belas} orang.
{2) Anggota panitia khusus sebagaim:na dirmaksud pada
ayat ({1} terdiri dari anggota Komisi terkait yang
diusulkan oleh setiap Fraksi secara proporsional.
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(3

(1}

2)

(3}

(1)

{5

(6}

(1)

Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan
oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahl
Pasal 86

Kelompok pakar atau tim ahli ala: kelengkapar DPRD
diangkat dan diberhentikan sesuci dengan keputusan
Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul
Anggota DPRD, pimpinan Fraksi. dan pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat {1 bekerja sesuai dengan pengelompokan
fugas dan wewenang DPRD yang rercermin dalam alat
kelengkapan DPRD.

Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau
tim sgahli sebagaimana dimaksid pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan katentuan peraturan
rerundang-undangan.

BABV
RENCANA KERJA
Pasal 87
Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan iusulan
rencana k=ja alat kelengkapan DPRD kepada
Pimpinan DPRD.
Rencana keria IDPRD sebagaimena dimaksud pada
avat (1) berbentuk program dan d: ftar kegiatan.
Pimpinan DPRD menvampaikan iencana kerja DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} kepada
Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
Sekretaris DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD
hasil penyelarasan sebagairnana dimaksud pada ayat
{3} kepada - Pimpinan DPRD uatuk dibahas dan
ditetapkan dalam rapat paripurna
Rencana kerja DPRD yang telali ditetapkan dalam
rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada avat (4)
menjadi pedoman bagi Sekret:uiat DPRD  dalam
menyusun  dokumen rencane dan  anggaran
Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikuinya.
Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana
dimaksud pada avat {4] dilakukan paling lambat
tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 88
Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil
pelaksanaan rencana kerja DPRD dalam rapat
paripurna setiap akhir tahun.
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(2}

(2)

{3)

(4

{1}

(2}

Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil
pelaksanaan rencana kerja DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} kepads masyarakat paling
sedikit 1 {satu} tahun sekali.

BAB V1
HAK DAN PELAKSANAAN HAK
Bagian Kesatu
Hak DPRD
Pasal 89
DPRD mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan

©. menyatakan pendapat.

Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan hak DPRD untuk meminta
keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan
Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta
berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Hak angket sebagaimana dimalisud pada avat {1)
huruf b merupakan hak DPRD untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
yang penting dan strategis serta berdampak hias pada
kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang
diduga bertentangan dengan katentuan peraturan
perundang-undangan.

Hak menyatakan pendapat sebsgaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf ¢ merupakan hak DPRD untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau
mengenal kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah
disertai dengan rekomendasi penyelesaiannys atau
Sebagéi tindak lanjut pelaksanaar hak interpelasi dan
hak angket.

Bagian Kedua
Peluksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi
Pasal 90

Hak interpelasi sebagaimana diraksud dalam Pasal
89 ayat (1) huruf a diusulkan oeh paling sedikit 7
{tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 {satu)
Fraksi.

Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pacda avat
{1) digjukan oleh Anggota DPRI) kepada Pimpinan
DPRD untuk dilaporkan pada rapzat paripurna.
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{3)

{3)

{4

Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud

pada ayat {2} disertai dengan dokumen yang paling

sedikit memuat:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daeral:; dan

b. alasan permintaan keterangan.

_ Pasal 91
Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi
dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menvampail.an penjelasan lisan atas
usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan
melahii Fraksi atas penjelasa 1 pengusul; dan
C. para pengusul memberikan tanggapan atas
pandangan para Anggota DPED,
Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) menjadi hak interpelasi jika mondapat persetujuan
darn rapat paripurna yang dihadivi oleh lebih dari 1/2
(satu per dual dari jumlah Anggota DPRD dan
keputusan diambil dengan persetiijjuan lebih dari 1/2
(satu per dua)} dari jumlah Anggots DPRD yang hadir.
Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum
usul hak interpelasi memperoleiv keputusan dalam
rapat paripurna.
Persetujuan usul hak interpclasi menjad: hak
interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
ditetapkan dengan Keputusan DPRD,

Pasal 92

Keputusan DPRD tentang hak interpelasi sebegaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat {4) disampaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada Bupati.

{1)

{2

{3)

Pasal 93

Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
a. DBupati hadir memberikan per:jelasan; dan
b. setiap Anggota DPRD cdapat mengajukan

pertanvaan.
Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk
memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a, Bupati menugaskan peiabat terkait
untuk mewakili.
Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat- {1} huruf a
ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan
secara tertulis kepada Bupati.
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(4)

(1}

{%

{3

{1)
{2)

Pandangan DPRD sebagaimana «imaksud pada ayat
{3} dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan
fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan
dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2

Hak Anghet
Pasal 94

Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
ayat (1} huruf b diusulkan oleh peling sedikit 7 {tujuh)
orang Anggota DPRD dan lebih da-i 1 {satu} Fraksi.
Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diajukan olch Anggoia DPRD kepada Pimpinan DPRD
untuk diputuskan pada rapat paripurna.

Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disertai dengan dokumen yarg paling sedikit

memuat:

a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
akan diselidiki; dan

b. alasan penyelidikan.

Pasal 95
Rapat paripurna mengenat usul hak angket dilakukan
dengan tahapan:
a. pengusul menyvampaikan penjelasan lisan atas
usul hak angket;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan
melalui Fralsi; dan
c. pengusul memberikan jawaltan atas pandangan
 Anggota DPRD.
Usul hak angket sebagaimana dimaksud pada syat {1}
menjadi hak angket jika mendarat persetujuan dari
rapat paripurna vang dihadiri oler paling sedikit 3/4
{tiga per empat} dari jumlah rAnggota DPRD dan
keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit
2/3 {dua per tiga} dari jumlah Anggota DPRD yang
hadir.
Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum
usut! hak angket memperoleh keputusan dalam rapat
paripurna.

Pasal %o
DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak
angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
Dalam hal DPFRD menyetujui usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, DPRD:
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a. membentulkk panitia angket yang terdiri dari
semusa unsur Fraksi; dan

b. menyampaikan keputusan penggunaan hak
angket secara tertulis kepada Bupati.

{3} Dalam hal DPRD menolak usul hak angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, usul hak angket
tersebut tidak dapat diajukan ke baii,

{4} Pembentukan panitia angket sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} huruf a ditetapkar dengan Keputusan
DPRD.

Pasal 97

(1) Panitia angket dalam melakukan penyelidikan dapat
memanggil pejabat Pemerintaln Daerah, badan
hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang
dianggap mengetahui atau patut inengetahui masalah
yvang diselidiki untuk memberik:n keterangan seria
untuk menunjukkan surat atau dokumen yang
berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2] Pejabat Pemerintah Daerah, buadan hukum. atau
warga masyarakat di Daeranh yang dipanggil
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} wajib memenuhi
panggilan DPRD kecuali mempurvai alasan yang sah
menurut ketentuan peraturan perandang-undangan.

(3] Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau
warga masyvarakat di Daerah yang telah dipanggil
dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi
panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] DPRD
dapat memanggil secara paksa dengan bantusn
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98
Dalam hal DPRID menerima hasil penyelidikan panitia
angket sebagaimana dimaksud dalyim Pasal 97 dan
terdapat indikasi tindak pidana, D'PRD menyerahkan
penyelesaian tindak pidana kepada aparat penegak hukum
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99
Panitia angket melaporkan pelaksansan tugasnya dalam

rapat paripurna paling lama 60 (enam pulub! Hani
terhitung sejak dibentuknyva panitia anzket.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 100



{2)

(4}

(1)

{2}

(3)

{4)

Hak menyatakan pendapat seb:agaimana dimaksud

dalam Pasal 89 ayat (1} huruf ¢ diusulkan oleh paling

sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih

dari 1 {satu) Fraksi.

Usul hak menyatakan pencapat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota DPRD

kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat

paripurna.

Pengusulan hak menyatakan peudapat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang

paling sedikit memuat:

a. materi dan alasan pengajuan usulan menyatakan
pendapat; atau

b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau
hak angket.

Pimpinan DPFRD menyampaikan usul hak menyatakan

pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam

rapat paripurna.

: Pasal 101
Rapat paripurmma mengenai usul hak menyatakan
pendapat dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas
usul hak menyatakan pendagat;
b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan
melalui Fraksi;
¢. Bupati memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan
Anggota DBRRD dan pendapat Bupati.
Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} menjaci hak menyatakan
pendapat jika mendapat persetujuan dari rapat
paripurna vang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga
per empat} dari jumilah Anggota DPRD dan keputusan
diambil dengan persetrujuan pating sedikit 2/3 {dua
per tiga} dan jumlah Anggota DPRI) yarg hadir.
Apabila rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} tidak dihadiri oleh paling sedikit 3/4 {uga per
empat} dari jumlah Anggota DPKRD, rapat paripurna
ditunda paling banyak 2 {duaj k:li dengan teniggang
waktu setiap penundaan tidak lebih dari 1 {satu} jam.
Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota
DPRD tidak memenuhi paling sedikit 3/4 {tiga per
empat] dar jumlah Anggota DPRD, pimpinan rapat
paripurmma dapat menunda rapat paripurna paling
lama 3 (tiga) Hari.
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(1)

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4} jumlah Anggota DPRD belum juga
memenuhi paling sedikit 3/4 {tiga per empat) dari
jumlah Anggota DPRD, pelaksanaan rapat paripurna
penyampaian usul hak menyatakan pendapa: dapat
diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh
Badan Musyawarah.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya scbelum
usul hak menyatakan pendapat memperoleh
keputusan dalam rapat paripurna.

Pasal 102
Dalam hal DPRD menvetujui usul hak menvatakan
pendapat menjadi hak menyatakan pendapat, DPRD
menetapkan:
a. pernyataan pendapat;
b.  saran penyelesaiannya; dan
C.  peringatan.
Persetujuan terhadap usul hak menyatakan pendapat
sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan
dengan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Hak Anggota DPRD
Paragraf 1
Umum
Pasal 103

Anggota DPRD mempunyai hak:

PR B AN o

{2)

mengajukan Rancangan Perda;
mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapa;
memilih dan dipilih;

membela diri;

imunitas;

mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
protokoler; dan

keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD
Paragraf 1
Hak Mengajukean Rancangan Perda

Pasal 104
Setiap Anggota DPRD berhak mer gajukan Rancangan
Perda.
Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada avat {1)
disampaikan kepada Pimpinan D'PRD dalam bentuk
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Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis
dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 105

{1} Setiap Anggota DPRD dapat mergajukan pertanyaan
kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi,
tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun
secara tertulis.

(2} Jawaban terhadap pertanyaa1 Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada aya: {1) diberikan secara
lisan atau secara tertulis dalam tenggang wakiu vang
disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul daa Pendapat
Pasal 106

{1} Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak
mengajukan usul dan per ldapat kepada Pemerintah
Daerah maupun kepada Pimpinar DPRD,

{2} Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama,
etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai
Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 107
Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih
menjadi pimpinan dar alat kelenglapan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 108
Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran
terhadap sumpah/janji dan Kode Etii: diberi kesempatan
untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan
kepada Badan Kehormatan.

Paragraf ©
Hak Imunitas
Pasal 109
{1} Anggota DPRD tidak dapat Jdituntut di depan
pengadilan karena pernyataan, portanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakan baik secara lisan
ataupun tertulis di dalam maupun di luar rapat DPRD
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{2}

{3)

{1}

(2}

yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD. _

Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, danjatau pendapat yang
dikemukakan baik di dalam meupun di luar rapat
DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan
ayat (2) fidak berlaku dalain hal Anggota DPRD yang
bersangkutan mengumumkan materi vang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan
atau hal lain yang dimaksuc¢ dalam ketentuan
mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 110
Anggota DPRD berhak  mengikuti orientasi
pelaksanaan tugas sehbagai Arggota DPRD pada
permulaan masa jabatannya dan mengikuti
pendalaman tugas pada masa jabatannya.
Pendanaan pelaksanaan orientasi dan pendalaman
tugas Anggota DPRD sebagaimena dimaksud pada
ayat (1) dibebankan pada penyeleriggara.
Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan
orientasi dan pendalaman tugas = sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} kepada Pimpinan DPED dan
pimpinan Fraksi.
Ketentuan mengenai orientasi dan pendalaman tugas
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4] dilaksanikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 111 :
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memperoleh
kedudukan protokoler dalam acara resmi.
Acara resmi sebagaimana dimalssud pada avat {1}
melipufi acara resmi:
a. pemerintah vang diselenggarzkan di Daerah;
b. Pemerintah Daerah vang menghadirkan pejabat
pemerintah; atau
c. Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat
Pemerintah Daerah.
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Pasal 112
(1} Tata tempat dalam acara DPRD mr eliputi:
a. acara resmi yang diadakan d: ibu kota Daerah;
b. rapat DPRD;
¢. pengambilan sumpah/janit dan pelantkan
Bupati dan Wakil Bupati;
d. pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD: dan
€. pengambilan sumpah/janji can pelantikan Ketua
DPRD dan Waldl Ketua DI'RD hasil permnilihan
umum,
{2 Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa
upacara bendera atau bukan upacara bendera.
{3) Pimpinan DPRD dan Anggote DPRD mendapat
penghormatan sesuai dengan Jenghormatarn yang
diberikan kepada pejabat pemerintah.

Pasal 113
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 dan Pasal 112 dilaksanskan sesuai dengan
ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 114
{1} Pimpinan DPRD dan Anggo:a DPRD berhak
memperoleh tunjangan dalam raenjalankan fungsi,
tugas, dan wewenangnya vang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan leuangan Daerah.
{2) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana
dimaksud nzida ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-
undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN AMGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 115

Anggota DPRD wajib:

a. memegang teguh dan mengamatksn Pancasila;

b, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan  memeilhara  kerukunan
nasional dan keutuhan Negara XKesatnan Republik
Indonesia;
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{1

{3

{1}

2}

mendahulukan  kepentingan negara di  atas
kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

menaati Tata Tertib dan Kode Etk;

menjaga etika dan norma dakm Hubungar kerja
dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

menyerap dan menghimpun aspirasi  konstituen
melalui kunjungan kerja secara berkala;

menampung dan menindaklarjuti aspirasi dan
rengaduan masvarakat; dan

memberikan pertanggungjawaban secara moral dan

politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 116
Anggota DPRD dilarang merangkan jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat Daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
€. pegawal negeri sipil, anggoia Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pegawai pada badan usaha milik
negara, badan usaha milik Jaerah, atau badan
lain yang anggarannya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran
Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabiat struktural pada lembaga pendidikan, aluntan
publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris,
dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan
tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota
DPRD.
Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme.

Pasal 117

Anggota DPRD vang tidak melal sanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 cdikenai
sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan,

Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan
larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (1} dan/atau ayat (2} dikenai
sanksi berupa pemberhentian sebz.gai Anggota DPRD.
Anggota DPRD yang terbukii melanggar ketentuan
larangan bagi Anggota sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 116 ayat {3} berdasarkan putusan pengadilan
vang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dikenai sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota
DPRD.

Paszal 118

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud calam Pasal 117 ayat
{1} berupa:

a.
b.
e,

{1)
(2
{3}

{2

3}

teguran lisan;

teguran tertulis; dan/atau

diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan
DPRD.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 119
Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan
sumpah/janji Anggota DPKO.
Tahun sidang DPRD sebagaimena dimaksud pada
ayat {1) dibagi dalam 3 (tiga] masa persidangan.
Masa persidangan sebagaimana Jdimaksud pacda ayat
{2) meliputi Masa Sidang dan 1aasa Reses, kecuali
pada persidangan terakhir dari 1 ({satu} periode
keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.,
Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan
dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,
pelaksansan Reses dilaksanakar setelah selesainya
pelaksanaan tugas dan kewajibar: yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal 120

Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 {enam) Hari

dalam 1 {satu) kali Reses bagi DPFD.

Sekretanis DPRD mengumumkan agenda Reses setiap

Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum

masa Reses dimulai melalui ssluran yang inudah

diakses.

Masa Reses Anggota DPRD secar:i perseorangan atau

kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. waktu Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan  Perwakilar. Rakyat Daerah
provinsi, dan Anggota DPRD di wilayah provinsi
pada daerah pemilihan yang sama,;

b. rencana kerja Pemerintah Dacrah;

c.  hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
dan
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{5)

{6}

{1

d. kebutuhan konsuitasi publik dalam
pembentukan Perda.

Anggota DPRD wajib melaporka1 hasil pelaksanaan

Reses kepada Pimpinan DPRD.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} paling

sedikit memuat:

a. waktu dan tempat keglatan keses;

b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari
masyarakat; dan

¢. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Pelanggaran  terhadap  keten'uan  sebagaimana

dimaksud pada ayat {5} dikenai sanksi tidak dapat

melaksanakan Reses berikutnya.

Pasal 121
Rapat DPRD terdiri atas:
rapat paripurna;
rapat Pimpinan DPRD;
rapat Badan Musyawarah;
rapat Komisi;
rapat Bapemperda;
rapat Badan Anggaran,
rapat Badan Kehormatan;
rapat panitia khusus;
rapat Fraksi,
rapat gabungan Komist;
rapat konsultasi;
rapat kerija;
rapat dengar pendapat; dan
1.  rapat dengar pendapat umum.
Rapat paripurmna sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf a merupakan forum rapat tertinggi Anggoia
DPRD yang dipimpin oleh Ketusa DPRD atau Wakil
Ketua DPRD.
Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan
anggota DPRD mengenakan:

a. pakaian sipil harian dalam  hal rapat
direncanakan tidak akan m:ngambil kepuatusan
DPRD; dan

h. pakaian sipil resmi dalam ha! rapat direncenakan
akan mengambil keputusan DPRD.

c. pakaian sipil lengkap dalam rangka paripurna
pengambilan sumpah/janji anggota, Hari Jadi
Garut, pelaniikan pimpinan JPRD, penyampaian
Catatan Strategis DPRD tentang LKPJ Bupat,
mendengarkan pidato kenegaraan Republik
Indonesia, Pengganti Antar Waktu

Dalam menghadiri rapat paripurna dalam rangla Han

Jadi Garut pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana

MRS TR MO D o p

5 g
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{9)

(10)

{11

(12}

(13)

(14)

(15)

(16)

dimaksud pada ayat (3) huruf ¢ dapat menggunakan
pakaian adat.

Rapat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf b merupakan rapat para anggota
Pimpinan DPRD yang dipimpin ol=h Ketua DPRD atau
Wakil Ketua DPRD.

Rapat Badan Musvawarah sebigaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf ¢ merupakan rapat anggota Badan
Musyawarah yang dipimpin olel1 ketua atau wakil
ketua Badan Musyawarah.

Rapat Komisi sebagaimana dimeksud pada avat (1)
huruf d merupakan rapat anggota Komisi yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.

Rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf e merupakan rapat anggota Bapemperda
yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua
Bapemperda.

Rapat Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf f merupakan rapat anggota Badan
Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua
Badan Anggaran. '

Rapat Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf g merupakan ;apat anggota Badan
Kehormatan atan yang dipimpin oieh ketua atau walkil
ketua Badan Kehormatan.

Rapat panitia khusus sebagaim:na dimaksud pada
ayat {1) huruf h merupakan ransat anggota panitia
khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua
panitia khusus,

Rapat Fraksi sebagaimana dima<sud pada avat {1}
huruf i merupakan rapat an;ggota Fraksi yang
dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

Rapat gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf j merupakan rapa: antar Komisi yang
dipimpin oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf k merupakan rapat antara Pimpinan DPRD
dengan pimpinan Fraksi dai1 pimpinan alat
kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD
atau Wakil Ketua DPRD.

Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1}
huruf 1 merupakan rapat antare Badan Anggaran,
Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia
khusus dengan Bupati danjatau pejabat yang
ditunjuk.

Rapat dengar pendapat sebagaim:ana dimaksud pada
ayat (1) huruf m merupakan ripat antara Badan
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(17)

(1}
2
3)

4

(1)
{2}

(3)

Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda,
atau panitia khusus dan Pemerin'ah Daerah.

Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf n merupakan rapat antara Badan
Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda,
atau panitia khusus dan perscorangan kelompok,
organisasi, atau badan sws _ta.

Pasal 122 _
Setiap rapat di DPRD bersifat tea'buké, kecuali rapat
tertentu yang dinyatakan tertuturp.
Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum
wajib dilaksanakan secara terbuka,
Selain rapat paripurna dan rapit dengar pendapat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, rapat
DPRD dinyatakan bersifat terbuka atau tertutup oleh
pimpinan rapat berdasarkan kssepakatan peserta
rapat.
Setiap rapat DPRD dibuat beritz. acara dan visalah
rapat.
Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah
rapat wajib disampaikan oleh pirr pinan rapat kepada
Pimpinan DPRD, kecuali rapat ter-utup yang dipimpin
langsung oieh Pimpinan DPRD.
Pembicaraan dan keputusan vang telah disepakati
dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang
divmumkan atau disampaikan oleh peserta rapat
kepada pihak lain atau publik.
Setiap orang yang melihat, mendengar, dan/atau
mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat
tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6] wajib
merahasiakannya.
Pelanggaran  terhadap ketentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan ayal {7) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan persturan perundang-
undangan.

Pasal 123

Rapat DPRD dilaksanakan di dalar gedung DPRD.
Dalam hal rapat DPRD tidak darat dilaksanakan di
dalam gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pelaksanaan rapat DPRED di luar gedung
DPRD harus memperhatikan efisicnsi dan efek:ivitas
serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah. :
Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung
DPRD datamn hal terjadi kondisi kahar,
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Pasal 124
{1} Setiap Anggota DPRD wajib mer ghadiri rapat DPRD
sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
{2} Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayvat {1} wajib mengisi
tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 125

{1} Rapat paripurna sebagaimana dimnaksud dalam Pasal
121 ayat (1} huruf a dan ayat {2} terdiri atas:

a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
dan
b. rapat paripurna untuk pengumuman.

{2} Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

dapat dilaksanakan atas usul:

a. Bupati;

b. pimpinan alat kelengkapsmn DPRD; atau

¢. Anggota DPRD dengan jumich paling sedildt 1/5
(satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD) yang
mewakili lebih dari 1 {satu) Fraksi.

{3) Rapat paripurna sebagaimana dimaks.d pada ayat {2}
diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau
Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang
telah ditetapkan oleh Badan Musvawarah.

{4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan
keputusan rancangan Perda vrajib dihadiri oleh
Bupati.

{5} Ketentuan mengenai hasil rapst paripurna untuk
pengambilan keputusan sebagairr ana dimaksud pada
ayat {1} huruf a diatur dalam ben'uk Peraturan DPRD
atau ditetapkan dalam bentuk Keputusan DPRD.

Pasal 126

Ketentuan mengenai hasil rapat Pimpinan DPRD, Badan
Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran,
Badan Kehormatan, dan panitia khiisus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 ayat {1 huruf b sampai
dengan huruf h dan ayat (3) sampai dengan ayat
{9} ditetapkan dalam ke atusan pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 127
{1} Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD padsa
dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
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(2

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) tidak tercapai, pengambilan
keputusan dalam rapat DPRD diambil berdasarkan
suara terbanyvalk.

Pasal 128

Setiap rapat DPRD dapat mengan bil keputusan jika
memenuhi kuorum, kecuali bagi rapat DPRD yang hersifat
pengumuman.

{1

{3)

(4

Pasal 129

Rapat paripurna memenuhi kuort m jika:

a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 [(tiga per empat)
dari jumlah Anggota DPRD) untuk mengambil
persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan
hak menyatakan pendapat serta untuk
mengambil keputusan mengenai usul
pemberhentian Bupati dan/arau Wakil Bupati;

b.  dihadiri oleh paling sedikit 2,3 (dua per tiga) dari
jumlalt Anggota DPRD untuk memberhentikan
Pimpinan DPRD serta menstapkan Perda dan
APBD; atau

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 {satu per dua) jumlah
Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain
rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b.

Keputusan rapat paripurma sebugaimana dimaksud

pada ayat {1} dinyatakan sah jika:

a. disetujui oleh paling sedildt 2/3 (dua per tiga)
dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk
mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak
angket dan hak menyatakan pendapat serta
untuk mengambil keputusan iiengenai  usul
pemberhentian Bupati dan/arau Wakil Bupati;

b.  disetwjui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumiah Anggota DPRD yvang hadir, untuk
memberhentikan Pimpinan DPRD, menetapkan
Perda, dan APBD; atau

¢. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat
paripurna selain rapat pariyurna sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} hurut c.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada avat (1}

tidak terpenuhi, rapat paripuria ditunda paling

banyak 2 {dua) kali dengan tengzgang waktu setiap
penundaan tidak lebih dari 1 {satu} jam.

Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan rapat

paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat {3) belum

terpenuhi, pimpman rapat paripu-na dapat menunda
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rapat paripurna paling lama 3 {tiza} Hari atau sampai
waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah.

(5} Apabila kuorum setelah penuidaan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (4) belun terpenuhi, rapat
paripurna untuk menetapkan APBD tidak dapat
mengambil keputusan dar: penyelesasiannya
diserahkan kepada Gubernur.

{6} Apabila kuorum setelah penundaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4} rapat paripurna untuk
pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan
DPRD dan pimpinan Fraksi.

{7} Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada
Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana
dimaksud pada avat {6) dilakukan dengan cara
musyawarah untuk mufakat.

{8} Dalam hal musyawarah untuk rmufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat {7) tidak tercapai, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9} Setiap penundaan rapat paripurna sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} dan ayat {4) dibuat berita
acara penundaan rapat paripurma yang
ditandatangani oleh pimpinan rapat paripurna.

Pasal 130
Setlap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan
musyawarah untuk mufakat maupunr berdasarkan suara
terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti
oleh semua pihak yang terkait «alam pengambilan
keputusan.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMEERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarvaktu
Pasal 131
{1} Anggota DPRD berhenti antarwakiu jika:

a. menmggal dunia;
b.  mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

{2} Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pacda ayat
{1} huruf b ditandai dengan surit pengunduran diri
dari yang bersangkutan dan mulai berlaku terhitung
sejak tanggal surat pengunduran diri ditandatangani
atau terhitung sejak tanggal yang ’ dipersyaratkan
dalam ketentuan peraturan perunJang-undangzn.

(3] Anggota DPRD diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf ¢ jika:
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{4)

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
Anggota DPRD selama 3 (t:ga) bulan berturut-
turut tanpa keterangan apapan,

b. melanggar sumpah /janji dan Kode Etik:

¢. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
perigadilan  yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidaia penjara 5 (lima)
tahun atau lebih;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat
kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan
kewajibannya paling banvak 6 (enam) kal
berturut-turut tanpa alasan vang sah;

e. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f.  tidalk lagi memenuhi syarat s:bagai calon Anggota
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g melanggar ketentuan larangan sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
atau

i. menjadi anggota partai politil: lain.

ggota BPRD  yang  melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada avat {3) huruf b, huruf ¢,
huruf {, atau huruf g diberhentikan dengarn tidak
hormat.

Pasal 132

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat {1) huruf a dan haruf b serta syat (3)
huruf ¢, huruf e, huruf h, dan hurif i diusulkan oleh
pimpinan partai politik yang bersangkutan kepada
Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

(1

Pasal 133

Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalamn Pasal
132 kepada Gubemnur melalui Bupati untuk
memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7
(tujuh) Hari terhitung sejek  tanggal usul
pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai
politik yang bersangkutan.
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{2} Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan
pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur,
Sekretaris DPRD melaporkan ploses pemberhentian
Anggota DPRD kepada Gubernur.

{3) Bupati menyampaikan usul pemberhentian Anggota
DPRD kepada Gubernur paling lama 7 {tujuly Hari
terhitung sejak menerima usul pemberhentian dari
Pimpinan DPRD atau laporar Sekretaris DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2}.

{4 Dalam hal Pimpinan DPRD tdak mengusulkan
pemberhentian Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD
tidak melaporkan proses pemjerhentian Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat
{2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian
kepada Gubernur,

(51 Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} Bupati tidak menyampaikar usul
pemberhentian Anggota DPRD kepada QGubernur,
Pimpinan QDPRD langsung menyampaikan usul
pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernus.

Pasal 134

Ketentuan mengenai pengusulan pembertentian Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 berlaku
secara  mutatis  mutandis terhadap  pengusulan
pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah
melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengar pidana peniara 5
{iima} tahun atau lebih.

Pasal 135
Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku
terhitung sejak tanggal ditetapkan oleir Gubernur, kecuali
untuk  peresmian  pemberhentian  Anggota  DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) bhuruf ¢
mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 136

Dalam hal pimpinan partai politik tidak mengusulkan
pemberhentian Anggota DPRD kepaca Pimpinan DPRD
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD
yang bersangkuian mengajukan pengunduran diri,
Pimpinan DPRD meneruskan usul peniberhentian Anggota
DPRD kepada Gubernur untuk memperoleh peresmian
pemberhentian.
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{2)

(1)

{2)

(3)

(5}

Pasal 137

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d,
huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil
penyelidikan, verifikasi, dan darifikasi terhadap
penigaduan dari Pimpinan DPED, Anggeta DPRD,
dan/atau masyarakat.

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) ditetapkan dengai1 Keputusan Badan
Kehormatan.

Pasal 138
Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan
Kehormatan tentang pemberhendan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2}
kepada rapat paripurna.
Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan
Kehormata:: ientang pemberhentian Anggota DPRD
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pimpinan Partai Politik yang btersangkutan paling
lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejek Keputusan Badan
Kehormatan tentang pemberhentian Anggota DPRD
dilaporkan dalam rapat paripuma.
Pimpinan  Partai  Polittk yung  bersangkutan
menyampaikan keputusan tentang pemberhentian
anggotanya kepada Pimpinan DPRD paling lambat 30
(tiga puluh) Hari terhitung sejak rienerima Keputusan
Badan Kehormatan tentang pen berhentian Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dari
Pimpinan DPRD.
Dalam hal pimpinan Partai Politii: yang bersangkutan
tidak memberikan keputusan teritang pemberhentian
anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan
Kehormatan tentang pemberhentian ‘Anggota DPRD
kepada Gubernur melalui Bupati untuk memmperoleh
peresmian pemberhentian Anggota HPFRD.
Bupati menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan
tentang pemiberhentian Anggota DPRD sebagsimana
dimaksud pada ayat {4) kepada G ibemur paling lama
7 (tujuh} Harl terhitung seiak menerima Keputusan
Badan Kehormatan tentang pemberhentian Anggota
DPRD.
Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 179
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(1}

2}

(3

{4)

{1}

{2}

3)

Anggota DPRD vang berhenti antarwaktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1)
digantikan oleh calon Anggota DPRD  yang
memperoleh suara terbanyak urutan berikufnya
dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai
politik yang sama pada daerah pe nilihan yang sama.
Dalam hat calon Anggota DPRI} yang memperoleh
suara terbanyvak urutan berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} nengundurkan dird,
meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon Anggota DPRD, /.nnggota DPRD vang
berhenti antarwaktu digantikan oleh calon Anggota
DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dari partai politik yanz sama pada daerah
pemilihan yang sama.

Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda
partat politik, usulan calon Anggo:a DPRD antarwaktu
yang ditindaklanjuti merupakan kepengurusan partai
potitik yang sudah mempercleh sutusan mahkamah
partai atau sebutan lain sesua’ dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jika masih terdapat perselisihan atas putusan
mahkamah partai atau sebutar lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepengurusan partai politik
tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian
merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh
putusan pengadilan yang telah mamperoleh kekuatan
hukum tetap dan didaftarkaa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Pimpinan DPRD menyampaikan rama Anggota DPRD
yvang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama
calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu kepada
Komisi Pemilihan Umum Daerah vang ditembuskan
kepada Komisi Pemilthan Umum Republik Indonesia.
Pimpinan DPRD menyampaikan rnama Anggota DPRD
yvang diberhentikan antarwaktu dan nama calon
Anggota DPRD pengganti antanwvaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} kepasda Gubernur melalui
Bupati paling lambat 7 {tujuh) Hari terhitung sejak
menerima nama c¢alon Anggete DPRD pengganti
antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Bupati menyampaikan nama Aunggota DPRD yang
diberhentikan antarwaktu dan nama calon Anggoia
DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} kepada Gubernur paling lambat 7 {tujuhj
Har terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD
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(4)

(1)

(2)

(3)

{1)

yvang diberhentikan dan nama calon Anggota DPRD
pengganti antarwaktu.

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian
antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dinaksud
pada ayat (3} Pimpinan DPRD memberiteahukan
Gubernur untuk meresmikan penggantian antarwakiu
Anggota DPFRD.

Pasal 141

Anggota DPRD pengganti antarwsktu menjadi anggota
pada alat kelengkapan DPRD ‘nggota DPRD vang
digantikannya.

Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwakiu
sebagaimana dimaksud pada arat {1) melarjutkan
sisa masa jabatan Anggota DPRD yang Adigantikannya.
Penggantian antarwaktu Anggota DPRD  tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota
DPRD vang digantikan kurang daii 6 {enamj bulan.

Pasal 142

Calon Anggota DPRD pengganti antarwsktu harus

memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan

bakal calon Anggota DPRD sesu:d dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain memenuhi persyaratan setagaimana dimaksud

pada ayat {1} partai opolitik pengusung vyang

bersangkutan tidak dalam sengkeia partai politik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dan avat {2} dibukitikan (engan melampirkan

kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD
sesual  dengan ketentuan peraturan peruadang-
undangan dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik
dari mahkamah partai ztau sebutan lain
dan/atau pengadilan negeri setempat;

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari
pimpinan partai politik »ang bersangkutan
disertsi  dengan dokumen pendukung sesuai
dengan  ketentuan = peraturan  perundang-
undangan dan ketentuan anggaran dasar dan
anggaran rumah tangga partei politik;

¢, fotokopi daftar calon tetap snggota DPRD pada
pemilihan umum vyang dilegalisir oleh Komisi

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai
politik yang mengusulkan penggantian
antarwaktu Anggota DPRD wvang dilegalisir oleh
Komisi Permilihan Umurn Daerah.
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®t

{4

{1

(2)

3}

Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu
Anggota DPRD diverifikasi oleh unit keja di setiap
lembaga atau instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 143
Anggota DPRD pengganti antarwaktu secbelum
memangiku jabatannya menguespkan stumpah fjang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dipandu
oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
Pengucapan sumpah/janji sebsgaimana dimaksud
pada ayat {1} dilaksanakan paling lama 60 {enam
puluh)} Hari terhitung sejak Anggota DPRD pengganti
antarwaktu menerima kepu.tusan peresmian
pengangkatan sebagail Anggota DFRD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengambiian sumpah/fanji Anggota TPRD pengganti
antarwaktu sebagaimana dimaksuid pada ayat {1) dan
ayat (2] diaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 144

Anggota DPRD diberhentikan sementarajika:

a.

(1)

(4

menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
{lima} tahun,; atau T

menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
khusus.

Pasal 145
Pemberhentian sementara Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 diusulkan
oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui
Bupat.
Apabila Pimpinan DPRD tikilak mengusulkan
pemberhentian sementara Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} paling lambat 7
{tujuh) Han terhitung sejak Anggora DPRD ditetapkan
sebagai terdakwa, Sekretaris DPRD melaporkan status
terdakwa Anggota DPRD kepada B ipati.
Bupati bherdasarkan laporan Sekretaris DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2} mengajukan
usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada
Gubernur.
Pemberhentian sementara Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
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(1)

(2)

{1)

{2)

{3}

(%)

terhitung sejak tanggal Anggoti DPRD ditetapkan
sebagai terdakwa.

Pasal 146
Jika Anggota DPRD yang diberhentikan sementara
berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD,

pemberhentian sementara sebegatmana  dimaksud
dalam Pasal 144 diikkuti dengan pemberhentian
sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Partai Politik asal Pimpinan DPRL' yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mengusulkan seorang Anggota DPRD yang berasal
dari  Partai Politik vyang bersangkutan untuk
melaksanakan  tugas Pimpinan DPRD yang
diberhentikan sementara kepada Pimpinan DPRD,

Pasal 147
Dalam ha! Anggota DPRD <cinyatakan terbukti
bersalah  karena  melakukan  tindak  pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan
diberhentikan sebagai Anggota DFRD.
Pemberhentian Anggota DPRD setagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilakukan atas usulan pimpinan Partai
Politik vang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) Hari
terhitung sejak tanggal putusan  pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetep.
Apabhila setelah jangka waldu sebagaimanes dimaksud
pada ayat {2) pimpinan Psrtai Politik  yang
bersangkutan tidak mengusuilan pemberhentian
Anggota DPRD, Pimpinan DP°RD mengusulkan
pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur
tanpa usulan Partai Politik yang bersangkutan.
Pemberhentian sebagaimana dim:aksud pada ayat (1)
mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan
pengadilan memperoieh kekuatan hukum tetap.

Pasal 148

Dalam hal Anggota DPRD dinyata<an tidak terbukt
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 144 berdasarkan putusan per gadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD vang
bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabarannya
belum berakhir.
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BAB X1

FRAKSI

Pasal 149
Fraksi dibentuk paling lama 1 {situ) bulan terhitung
sejak pelantikan Anggota DPRD.
Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah
satu Fraksi
Setiap Fraksi sebagaimana dimeksud pada avat (1)
beranggotakan paling sedikit 4 (exnpat} orang Anggota
DPRD,
Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD
mencapai ketentuan sebagaimaia dimaksud pada
ayat (3) atau lebih dapat membeniuk 1 (satu) Fraksi.
Dalam hal terdapat partai politik yang jumlah
anggotanya di DPRD tidak m=menuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {3} anggotarnya
dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau
membentuk paling banyak 2 {dua) Fraksi gabungan.
Partai politik sebagaimana dimaksud pada avat (4}
dan ayat (8] harus menempatkan seluruh anggatanya
dalam 1 (satu} Fraksi yang sama.
Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan
dapat dilakukan paling singkat 2 {dua) tahun 6 {enamj
bulan dengan ketentuan Fraksi gzbungan sebelumnya
tetap memenuhi persyaratan seba zai Fraksi.

Pasal 150

Pembentukan Fraksi sebagaimara dimaksud dslam
Pasal 149 dilaporkan kepada Pinpinan DPRD untuk
diumumbkan dalam rapat paripurna.

Setiap Fraksi mempertimbangkan latar belakang,
kompetensi, pengalaman, dan betan kerja anggotanya
dalam melakukan penempatan anggota Fraksi pada
alat kelengkapan DPRD.

Pasal 151
Dalam hal jumlabh anggota Fraksi lebih dari 3 {tiga)
orang, pimpinan Fraksi terdiri dari ketua, wakil ketua,
dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota
Fraksi.
Dalam hal jumiah anggota Fraksi aanya 3 (tiga) orang,
pimpinan Fraksi terdin dari ketua dan sekretaris yang
dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
Pimpinan Fraksi yang telah tertentuk sebagsimana
dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2} dilaporkan
kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam
rapat paripurna.
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Pasal 152
Fraksi mempunyai sekretariat.
Sekretariat Fraksi sebagaimana -limaksud pada ayat
{1) bertugas membantu ketancaran pelaksanaan tugas
Fraksi.
Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan
tenaga ahh guna kelancaran pela sanaan tugas fraksi
sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan
kemampuan APBD.

Pasal 153

Setiap Fraksi dibantu oleh 1 {satu: orang tenaga ahli.
Tenaga Ahli sebagaimana dimaicsud pada avat {1)
paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. berpendidikan paling rendah strata satu dengan

pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga} tahun;
D.  menguasai bidang pemerintahan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 154

Fraksi wajib wmempublikasikar: laporan kinerja

tahunan yang memuat:

a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh
kebijjakan yang diambil tarkait pelaksanaan
fungsi pembentukan Perda pengawasan, dan
anggaran; dan

b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak
lanjut yang belum, sedang, Jdan telah dilakukan
Eraksi.

Laporan kinerja tahunan Fraksi sebagsimana

dimaksud pada ayat (1} disusur berdasarkar hasil

laporan Fraksi setiap bulan.

Ketentuan lebih lanjut mengerai laporan kinerja

Fraksi sebagaimana dimaksud pa-la ayat (1) dan ayvat

[2) dilaksanakan sesuai dengan letentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB X11
KODE ETIK
Fasal 155
DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh
setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnva
untuk menjaga martabat, keho matan, citra, dan
kredibilitas DPRD.
Ketentuan mengenai Kode Etik sebageimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD
tentang Kode Etik.
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BAB X111
KONSULTASI

Pasal 156
DPRD dapat melakukan konsulrasi kepada satuan
pemerintaha secara berjenjang.
Konsultasi sebugaimana dimaksud pada ayat {1)
dilakukan untuk meningkatkan xzinerja pelaksanaan
tugas dan wewenang DPRD.

BAB X1V
PELAYANAN ATAS PENGALUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 147
Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota
DPRD, atau Frakst menerima, menampung,
menyerap, dan menindaklanjuii pengaduar dan
aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi, dan
wewenang DPRD,
Pimpinan DPRD, alat kelengkapar DPRD terkait, atau
Fraks: dapat langsung menindaxlanjuti pengaduan
dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) sesuai kewenangannya.
Anggota DPRD dapat menindaklar:juti pengaduan dan
aspirasi masyarakat sebagaimaria dimaksud pada
ayat {1} kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan
DPRD yang terkait, atau Fraksi.
Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat
ditindaklanjuti dengan: .
rapat dengar pendapat umun;
rapat dengar pendapat;
kunjungan kerja; atau
rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra
kerjanva.
Ketentuan mengenai pelayanan aras pengaduan dan
aspirast masyarakat sebagaimara dimaksud pada
ayat {1} sampai derngan ayat {#} cilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perur.dang-undangan.

a0 o @

BARB XV

Pasal 158

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri
harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam
negeri.
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Pasal 159
Sekretaris DPRD wajib melaporkan status hukum Anggota
DPRD yang terlibat dalam kasus tirdak pidana kepada
Gubemur melalui Bupati dengan terrbusan disampaikan
kepada  Menteri vang  menvyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang dalam negen,

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 160
Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan
DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Berita Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2014 Nomor 7}, dicabut ¢ an dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 161
Peraturan DPRD ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan DPRD ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Fabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal ... Masih Kosong
DPRD KABUPATEN GARUT
KETUA,

BELUM DI TANDATANGANI

ADE GINANJAR

Diundangkan di Garut

pada tanggal ...

Pi.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
BELUM DI | 5 NDATANGANI

YATIE ROHAYATI

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN.. NOMOI.. MASIH KOSONG
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